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Pengantar 

Masalah pemerataan distribusi tenaga kesehatan sampai saat ini belum juga 

terpecahkan.Berbagai upaya telah dilakukan termasuk kebijakan kontrak tenaga 

kesehatan tetapi belum sepenuhnya berhasil.Policy Brief ini berusaha membahas 

pendekatan inovatif institutional-based contracting-out dengan penugasan tim 

tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

Mengapa institution-based contracting out dengan penugasan 

tim? 

Sejak tahun 1991 kebijakan kontrak tenaga kesehatan (PTT) di Indonesia 

dilakukan.Dimulai dengan dokter/dokter gigi (Keppres No. 37/1991), lalu bidan 

(Keppres No. 23/1994). Dimulai dengan kontrak secara individual (sampai saat ini 

terus dilakukan), secara tim (SK Menkes No. 1086/2008; dan No. 156/2010), 

hingga “kontrak” lembaga (Fakultas Kedokteran) dengan penugasan individu 

(residen senior) (Permenkes No. 1231 & 1235/2007; Permenkes No. 535 & 

538/2008). 

Meskipun belum ada evaluasi komprehensif (The World Bank, 2009), tetapi 

semua kebijakan tersebut belum mampu memecahkan masalah maldistribusi 

tenaga kesehatan di Indonesia khususnya untuk DTPK dan daerah kurang 

diminati.Sulitnya mengontrol tenaga kesehatan yang dikontrak (Soeters and 

Griffiths, 2003), rentang kendali yang sangat lebar, lemahnya kapasitas 
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manajemen kontrak (Randive et al., 2012), dan kontrak hanya berbasis waktu 

(bukan kinerja) merupakan penyebab umum. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, inovasi kontrak melalui institution-based 

contracting-out dengan penugasan tim tenaga kesehatan terbukti berhasil di 

Nias dan NTT (Sulistyo, 2013). Baik di Nias dan NTT, inisiatif ini berhasil 

mengatasi kelangkaan tenaga kesehatan tertentu, serta meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan. 

Kontrak semacam ini telah dilakukan dalam upaya preventif-promotif seperti di 

Guatemala (Cristia et al., 2012), di Afghanistan (Ameli and Newbrander, 2008; 

Arur et al., 2010; Cockcroft et al., 2011), di Pakistan dan Iran (Siddiqi et al., 

2006), maupun upaya kuratif seperti di Costa Rica (Arur et al, 2010; Gauri et al., 

2004). 

 

Rekomendasi Kebijakan 

PKMK merekomendasikan kebijakan contracting out dengan prinsip: 

1. Inisiatif institution-based contracting outdengan penugasan tim  tenaga 
kesehatan agar menjadi alternatif baru. 

2. Pendekatan contracting outyang selama ini dilakukan (kontrak berbasis 
individu; kontrak berbasis tim; dan kontrak berbasis lembaga dengan 
pendekatan individu) bisa tetap dilaksanakan. 

3. Agar lebih efektif, semua pendekatan contracting out tersebut 
diterapkan dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja (performance-
based contracting). 

4. Perlu dibuat regulasi  yang mendukung pelaksanaan institution-based 
contracting-out dengan penugasan tim terutama terkait dengan 
mekanisme lelang, penganggaran multiyears, biaya mitigasi risiko, dan 
fleksibilitas anggaran, serta provider internasional. 
 

Rekomendasi Kebijakan ini dapat dikomunikasikan lebih lanjut ke: 
Dwi Handono Sulistyo: luqyboy2@yahoo.co.id 
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